DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jalan Singkil - Rimo Telp (0658) 21017

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEIN SINGKII,
NOMOR : 2 Tahun 2012

TENTANG

PENFETAPAN PANIFTTA KERJIA (PANJA) DPRK ACEH SINGKIL,
TERIADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK TAHIUN 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'T
KABUPATEN ACEI SINGKII,

— Menimbang  :w bahwa untuk melaksanakan salah satn fungsi DPRK Aceh Singkil bidang

pengawasan terhadap jalinnya Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil maka
perlu dibentuk Tim Pamtia Kerju Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
oleh Badan Pemertksa Keuangan Tahun 20113

b babwa untuk maksud pada hural o tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suutu |

Keputusan.
Mengingat 1o Pndang-Undang Nomor 24 Tahun 1936 tentang Pembentukan Dierah Otonom |

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Samatera Ul
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 604, lambahan
t.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103): '

20 Undang  Undang Nomor 1-F Tahun 1999 tentang Pembentukun Kubupaten
Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827):

3. Uindung Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Neuangan  Negara

(Lemaharan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoiesia Nomor 42806):

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara '
(Lembaran Negawa Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): '

o Undang  Undang Nomoi 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggunglasab Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Faliun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4100

0. Undang-Uindang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Dacrah

sebagsimina telah dimhah umok kedua Kalinvae dengan Undang-Undang Nomor

12 Tuhun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Tembaran Negara Republik

Indonesia Takun 2008 Nomor 590 Tambahan Lembaran Negara Republik

[ndonesia Nomor 4348):

Uindang Undang NMomor 3% Tahun 2004 tentang Perimbungan Keuangan .

antara Pemerinteh Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik |

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ‘

Indonesia Nomor 4438):

8. Undang-Undang Nomor |1 Tahun 20006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negawit Repubiih Indanesia Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan  Lemabran |
Negara Republik Indonesia Nomor 4633):

9 Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2009 wentang Majelis Permusyawaratan
Rakyate Dewan Perwakilim Rakyat Dewan Perwakilan Dacrah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daciah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 125 Banbalan T ermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ):
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Undang  Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Duerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembarge Newara Republih Indonesia Nomor 50-49):

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Nepala Dacrah dn Wakil Kepala Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028):

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuengan Pimpinan dan Angpota Dewan Perwakilon Rakyut Dacrah (1.embaran
Negara: Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416). sebagaimana telah diubah beberapa
hali tevakhiv dengan Peraturan Pemerintal Nomor 21 Tahun 2007 lentany
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler K euangan Pimpinan dan Anppota Dewan Perwahilan
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

CPeraturan Pemerintain Nomor 55 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375):

CPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang  Sistem  Informasi

Keuangan Dacrah (Lembaran’ Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
L3S Tambuhan Lembaran Negara Republik — Indonesia Nomor 4570).
sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2010
tentang Perabahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Fahan, 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik  Indonesia
Fahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135):

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20605 tlentang Hibah Kepada Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)

Peraturan Pemerintah Noncor 38 Tahun 2003 tentang Pengeloluan Keuangan

Dacrah (Lemburan Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nowor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan — Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4383):

Pegiuran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 entang Pedoman Pembinaan dan

Penganvasan - Penyelengearaan Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 1635, Tambahan  Tembaran Negara
Republih Tndenes i Nomon 1592y,

Peraturan: Pemerintah Nomor 8 “Tahun 2000 tentang Laporan Keuangan dun
Nineria Instanst Pemerintah o emabaran Nepara Republik Tndonesia Tahon
2000 Nomor 250 Lambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4O 14

- Peraturan Pemermtal Nomor 3 Lahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Dacrah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan
Pertanggungjawabin hepala Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacraly
dan Informasi - Penyelenggaraan Pemerintah - Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ):

- Peraturan Pemerintoh Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penvusunan

Perateran Devan Perwakilan Rakyat Dacrah tentang  Tata Tertib Dewan
Perwakilun Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 2010

nomor 2 Fambaban T embaria Negara Republik Indonesia nomon o 10:4 ).
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- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lentang - Standar - Akuntansi

Pemerintahan (Lenibaran Negara Republik Indonesia Fahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Newara Republik Indonesia Nomor 3165):

Peraturan Pemerinah Nomor 30 tahun 201 tentang - Pinjaman Dacrah

(Lembaran Negara Republik - Tndonesia Tahun 2011 Nomor SO0 Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noraor 5219)

Peraturan Presiden Nomaor 54 Fahun 2010 tentang  Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahen 201 tentang Perabahan Atas Peratara, Presiden Nomor 54 1 ahun 2010
lantang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006 1entang Pedoman
Pengelolaan Kewangan Dacrah. sebugaimana telah diubal dengan beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 21 Tahan 2011 tentang
Perubahain kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 0):

Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 201 | tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Talkun Anggaran 202
(Berita Negara Republik Indonesia | ahun 2011 Nomor 311

craturan: Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah  dan Lantuan — Sosiul yang  Bersumber  dari Angaarin
Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 430):

Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cura
Evaluasi Rancangan  Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Dacrah dan Runcangan Peraturan Kepala Dacrah wntang Penjaburan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan  Perataran Daerah tentang Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Dacrah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah wentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 325):

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tuhun 2011 tentang Pembentukan

Produk Tukum Dacral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 | Nomor
6954):

-Qanun Kabupaten aeeh singkil - nomor 14 whun 2011 lentung - Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun anggaran 2012

lPeraturan Bupati Acch Singkil Nomor 41 whun 2011 tentang  Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
J02,

Peguaran Dewan Perwakilun Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 | ahun

2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Pewan Perwakilun Rakyat Kbupaten Aceh
Singhil:

MIEMUTUSKAN :

KFPUTUSAN PIMPINAN  DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT
NABUPATEN ACEH SINGKIL ENTANG PENETAPAN PANITIA KERIA
(PANJIA)  DPRK  ACEH  SINGKIL TERHADAP  LAPORAN  HASII.
PENTERINSAAN (L) TATUN 2011 -

Menunjul cama-name anggota Panitia Kerja (PANJA) DPRK Acch Singkil
terhadap Liporan Hasil Pemeriksaan (LEP) oleh Badan pemeriksa Keuangan
Fahun 2011

Celabsanaan Tupas Panitio Keria DPRIK Acel Singhil  akan dinwlai pada
tanggal 26 5'd 29 Juni 2012:

Panitiac Kevja (PANJA) DPRE Aceh Singhil dalam menjalankan Lugasnya

bertanggung Jawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Singkil: A(




KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya vang  ditimbulkan  akibat dikeluarkannya  Keputusan  ini
dibebankan kepada APBK Acel Singhil dari pos Sekretariat DPRK Acel
Singkil Tahun Anggaran 2012:

Keputusan ini berluku sejak  tanggal ditetapkan  dengan — ketentuan apabila
dikemudian hari™ ierdapat kekeliruan  pada penctapan  keputusan ini . oakan
diperbuthe sebagiumana mestinnya.

Ditetapkan di - Singkil Utara
Pada tangeal  2&Juni 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEN SINGKILL ﬁv/
KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE

WAKIL KETUA WAKIL KETUA

L8

1. AMI
'

l'embusan

UL M. BATIAR, S, HLSYAFRIADI, SIL

Lo Bupatt Aceh singhil di Singkil:

S
%
3y

Inspektur Inspekiorat Aceh Singkil di Singkil:
Yang bersanghutan,




Lampiran : Keputusan DPRK Acel Singkil

Nomor t 2 Tahun 2012
Fanggal D26 Juni 2012

Koordinaior PUTRA ARIVANTO, SI

L AMIRUL ML BAHIAR, SH

Ketua DL FAKHRUDIN PARDOSI

Wakil Ketua SHLSAFRIL HARALIAYP, ST

Sekretaris P FRIDA SISKA, S TP

Anggota SHOAGUSTIZAR

SAPRUDIN, SIH
ASBARUDDIN
SISWANTL S.5M
TAUFIK, A.MD
RAJA AMINULLALTI

Ditctaphan di Singkil Charg
pada tanggal 26 Juni 2012

KABUPATEN ACEH SINGKIT,

DEWAN PERWAKILAN RAKY.L’\;\'-
WAKIL K ET U A

e——

UL M. BAHAR, SII)

Tembusan;
L. Bupati Aceh Singkil
Inspektur Inspektorat Aceh Singkil

2.
3. Yang bersangkutan.




